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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN DI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 19 ayat 

(4), dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Bandung Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
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Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Pendidikan Anak Usia Dini; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1279); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, 

Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 660); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten 
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2017 Nomor 6 Seri E); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI 

DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

8. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, dan 

satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional. 

9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem 

pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional. 

10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan. 

11. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 
tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan. 
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12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 

13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun 

sampai dengan 6 (enam) tahun. 

14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada 

satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau 
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan 

pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang pendidikan dasar. 

17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau 

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama 
atau setara SD. 

18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

19. Standar pelayanan minimal pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai 

kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh 
setiap satuan pendidikan. 

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

24. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan . 

25. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. 

26. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 

setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 



5 

27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai 

unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu 
pelayanan pendidikan di Daerah. 

28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali 
peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 
pendidikan. 

29. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya 
yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak 

tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai 
hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.  

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Pengelolaan Pendidikan 

b. Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

BAB II  

PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Pendidikan 

 

Paragraf 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan 

 

Pasal 3  

(1) Pemerintah Daerah merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan 

yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan Nasional.  

(2) Visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menjadi acuan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

bidang pendidikan. 

 

Pasal 4  

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan melalui pemetaan 

pendidikan di daerah yang mencakup: 

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

b. wajib belajar; 

c. angka partisipasi pendidikan dasar; 

d. penuntasan pemberantasan buta aksara; 
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e. anggota masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, 
serta masyarakat yang berada di daerah terpencil, terbelakang, mengalami 

bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;  

f. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah maupun masyarakat;  

g. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;  

h. akreditasi pendidikan formal dan nonformal;  

i. peningkatan relevansi pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat; dan  

j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai 

dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

 

Pasal 5  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi: 

a. Program Wajib Belajar; 

b. Program Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar; 

c. Program Pendidikan Keaksaraan; 

d. Program Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan; 

e. Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan; 

f. Program Akreditasi Pendidikan; 

g. Program Peningkatan Relevansi Pendidikan; dan 

h. Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 

 

Pasal 6  

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi yang membidangi Pendidikan 
agama dalam melakukan perencanaan di bidang Pendidikan keagamaan. 

 

Paragraf 2 

Rencana Operasional 

 

Pasal 7  

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Operasional bidang pendidikan yang 
mengacu kepada rencana strategis bidang pendidikan pada pemerintah tingkat 
Provinsi dan Nasional.  

(2) Rencana Operasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. perencanaan strategis; dan  

b. perencanaan interaktif. 

(3) Rencana operasional bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam dokumen yang menjadi panduan dalam Pengelolaan 
Pendidikan di Daerah;  



7 

(4) Rencana operasional bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dijadikan dasar Pengelolaan Pendidikan secara efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 

Pasal 8  

(1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, 

digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada 
setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah. 

(2) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 
(lima) tahun sekali, berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan 
kebutuhan daerah dan masyarakat 

(3) Perencanaan strategis bidang pendidikan disusun dengan memprioritaskan 
program:  

a. wajib belajar;  

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan 
dasar;  

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;  

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan 
pemerintah maupun masyarakat;  

e. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan;  

f. akreditasi pendidikan formal dan nonformal;  

g. peningkatan relevansi pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat; 

h. beasiswa bagi anak cerdas dan berbakat dari keluarga yang kurang 
mampu;  

i. pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.  

 

Pasal 9  

Perencanaan interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, 
digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan untuk 
menghadapi keadaan yang tidak terduga karena musibah, bencana alam, dan 

perubahan kebijakan Pemerintah. 

 

Bagian Kedua 

Pemantauan dan Evaluasi 

 

Paragraf 1 

Pemantauan 

 

Pasal 10  

(1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan pemantauan oleh Dinas 

maupun satuan pendidikan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala 
Sekolah dan Komite Sekolah secara teratur dan berkesinambungan untuk 

menilai efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. 
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(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan target indikator kinerja standar nasional pendidikan. 

 

Paragraf 2 

Evaluasi 

 

Pasal 11  

Evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan meliputi: 

a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai 
bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah; dan 

c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau 
organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 

 

Pasal 12  

(1) Kegiatan evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan setiap akhir 
semester. 

(2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi: 

a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; 

b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan 
ekstrakurikuler; 

c. hasil belajar peserta didik; dan 

d. realisasi anggaran. 

(3) Hasil evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Pasal 13  

(1) Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal secara berkala. 

(2) Evaluasi terhadap pengelola satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

(3) Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup: 

a. tingkat relevansi pendidikan terhadap misi, tujuan dan paradigma 
pendidikan nasional; 

b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap 
kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan 

kompetitif; 

c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan; 

d. tingkat efesiensi dan produktivitas satuan, jenjang, dan jenis pendidikan; 
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e. tingkat daya saing satuan, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat 

daerah. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 

Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi. 

 

Pasal 14  

(1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi yang dibentuk masyarakat. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, 

transparan, dan sistemik. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukan untuk menentukan 
pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, 

dan/atau satuan pendidikan. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara 
mandiri, independen, objektif, dan profesional. 

(5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan 

dilaporkan kepada Kepala Dinas. 

 

BAB III  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 15  

(1) Penyelenggaraan pendidikan formal di Daerah meliputi: 

a. pendidikan anak usia dini; 

b. pendidikan dasar; 

(2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas: 

a. pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia 

dini jalur formal dan pendidikan dasar; dan 

b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini 
melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar melalui badan 

hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan 
lain sejenis. 

 
Bagian Kedua 

Pendidikan Anak Usia Dini 

 
Paragraf 1 

Fungsi dan Tujuan 

 
Pasal 16  

(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 
selanjutnya. 
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(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk: 

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, 
kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab; dan 

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 
kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya 

dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. 

 

Paragraf 2 

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan 

 

Pasal 17  

(1) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
huruf a dan ayat (2) pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk 

lain yang sederajat. 

(2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. 

(3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat. 

 

Paragraf 3 

Penerimaan Peserta Didik 

 

Pasal 18  

Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai 

dengan 6 (enam) tahun. 

 

Pasal 19  

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan 
secara objektif, transparan, dan akuntabel. 

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan 
tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus 

dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama 
tertentu. 

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan 

secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan 
pendidikan. 

 

Pasal 20  

(1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari 

satuan pendidikan anak usia dini lain. 

(2) Syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
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Paragraf 4 

Program Pembelajaran 

 

Pasal 21  

(1) Program pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik 
memasuki SD. 

(2) Program pembelajaran TK dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat 
dikelompokan menjadi: 

a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia; 

b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian; 

c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan 

pengetahuan dan teknologi; 

d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan 

e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

(3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dirancang dan diselenggarakan: 

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong 
kreativitas serta kemandirian; 

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak 

serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak; 

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan 

masing-masing anak; 

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan 
stimulasi psikososial; dan 

e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak. 

 

Bagian Kedua 

Pendidikan Dasar 

 

Paragraf 1 

Fungsi dan Tujuan 

 

Pasal 22  

(1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi: 

a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan 
kepribadian luhur; 

b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; 

c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan 
dankecakapan membaca, menulis, dan berhitung; 

d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta 
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; 

f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; 
dan 
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g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

(2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi: 

a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak 
mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya; 

b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan 

cinta tanah air yang telah dikenalinya; 

c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi 
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; 

e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk 

kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan 

f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup 

mandiri di masyarakat. 

(3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: 

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
dan berkepribadian luhur; 

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 

c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. 

 

Paragraf 2 

Bentuk Satuan Pendidikan 

 

Pasal 23  

(1) SD terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), 
kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). 

(2) SMP terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 
(delapan), dan kelas 9 (sembilan). 

 

Paragraf 3 

Penerimaan Peserta Didik 

 

Pasal 24  

(1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 

(enam) tahun. 

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1), dapat dilakukan atas dasar 
rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 

(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh 
dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya 

tampungnya. 

(4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 
(tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik 

sampai dengan batas daya tampungnya. 
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(5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat 

tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan 
berhitung, atau bentuk tes lain. 

(6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta 
didik berkelainan. 

 

Pasal 25  

(1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan 

pendidikan, pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon 
peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua. 

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, 

penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta 
didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. 

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, peserta 
didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. 

 

Pasal 26  

(1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan 

pendidikannya pada SD,Paket A, atau bentuk lain yang sederajat. 

(2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 

(tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik 
sampai dengan batas daya tampungnya. 

(3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta 

didik berkelainan. 

 

Pasal 27  

(1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung 
wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas. 

(2) Kepala Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain. 

 

Pasal 28  

(1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada 

awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. 

(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP sejak awal 

kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A. 

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada 
awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: 

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan 

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan formal yang bersangkutan. 
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(4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di 

Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan 
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP 
di Daerah setelah memenuhi persyaratan: 

a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang 

bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan 

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan yang bersangkutan. 

(6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau 
standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP pada awal tahun kelas 

7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: 

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau 

b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa 

yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang 
memberikan kompetensi lulusan setara SD. 

(7) SD atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian 
akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik 
berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain 

atau jalur pendidikan lain. 

 

Pasal 29  

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara 
objektif, transparan, dan akuntabel. 

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa 
diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang 
untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan 
secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan 

pendidikan. 

(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan 
pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah 

berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dan ayat (6). 

(5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi 
penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh). 

 

Pasal 30  

(1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan 

pendidikan dasar lain. 

(2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan 

penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 31  

(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan 

pendidikan dan program pendidikan nonformal. 

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi satuan pendidikan: 

a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan; 

b. kelompok belajar; 

c. pusat kegiatan belajar masyarakat; 

d. majelis taklim; dan 

e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal. 

(3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 

a. pendidikan kecakapan hidup; 

b. pendidikan anak usia dini; 

c. pendidikan kepemudaan; 

d. pendidikan pemberdayaan perempuan; 

e. pendidikan keaksaraan; 

f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan 

g. pendidikan kesetaraan. 

 

Pasal 32  

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan 
formal. 

 

Bagian Kedua 

Fungsi dan Tujuan 

 

Pasal 33  

(1) Pendidikan nonformal berfungsi: 

a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal 
atau sebagai alternatif pendidikan; dan 

b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
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(2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki 

kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, 
dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk 

bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan 

untuk masyarakat. 

 

Bagian Ketiga 

Satuan Pendidikan 

 

Paragraf 1 

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan 

 

Pasal 34  

(1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk: 

a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

c. mempersiapkan diri untuk bekerja; 

d. meningkatkan kompetensi vokasional; 

e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau 

f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program: 

a. pendidikan kecakapan hidup; 

b. pendidikan kepemudaan; 

c. pendidikan pemberdayaan perempuan; 

d. pendidikan keaksaraan; 

e. pendidikan keterampilan kerja; 

f. pendidikan kesetaraan; dan/atau 

g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan 

lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja. 

(4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain 
dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji 
kompetensi. 

(6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga 
kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar 

dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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(7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian 

kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai 
dengan program yang diikutinya. 

 

Paragraf 2 

Kelompok Belajar 

 

Pasal 35  

(1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan 
pendidikan bagi warga masyarakat untuk: 

a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar; 

b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau 

e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program: 

a. pendidikan keaksaraan; 

b. pendidikan kesetaraan; 

c. pendidikan kecakapan hidup; 

d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau 

e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok 
belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan 
formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok 
belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang 

diikutinya. 

 

Paragraf 3 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

 

Pasal 36  

(1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk: 

a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan; 

b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau 

e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program: 

a. pendidikan anak usia dini; 

b. pendidikan keaksaraan; 
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c. pendidikan kesetaraan; 

d. pendidikan pemberdayaan perempuan; 

e. pendidikan kecakapan hidup; 

f. pendidikan kepemudaan; 

g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau 

h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi 
Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi 

kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi 

Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada 
peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat 

kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan 
pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan. 

(6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian 
kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya. 

 

Paragraf 4 

Majelis Taklim 

 

Pasal 37  

(1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan 
pendidikan bagi warga masyarakat untuk: 

a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan; 

b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau 

e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan 
program: 

a. pendidikan keagamaan Islam; 

b. pendidikan anak usia dini; 

c. pendidikan keaksaraan; 

d. pendidikan kesetaraan; 

e. pendidikan kecakapan hidup; 

f. pendidikan pemberdayaan perempuan; 

g. pendidikan kepemudaan; dan/atau 

h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. 
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(3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis 

taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil 
belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian 
kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya. 

 

Paragraf 5 

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal 

 

Pasal 38  

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk 
kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia 

dini yang sejenis. 

(2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia 

dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks: 

a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak 
mulia; 

b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan 
kepribadian; 

c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika; 

d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, 
dan kesehatan; dan 

e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

(3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat 
dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji 

kompetensi. 

 

Bagian Ketiga 

Program Pendidikan 

 

Paragraf 1 

Pendidikan Kecakapan Hidup 

 

Pasal 39  

(1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang 
mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan 

personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, 
kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk 

bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat. 

(2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, 
kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan 

intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar 
mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat. 
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(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

program pendidikan nonformal lain atau tersendiri. 

(4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal. 

(5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan 
program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

 

Paragraf 2 

Pendidikan Anak Usia Dini 

 

Pasal 40  

(1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program 
yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

(2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina 
seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun 
sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih 
lanjut. 

(3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak 
sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun. 

(4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan: 

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, 
kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab; dan 

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 
estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas 

pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan 
menyenangkan. 

(5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan 
diselenggarakan: 

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong 

kreativitas serta kemandirian; 

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak 
serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak; 

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-
tiap anak; dan 

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan 
stimulasi psikososial. 

(6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada: 

a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain; 

b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing 

peserta didik; 
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c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; 

dan 

d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. 

(7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, 
usia, dan perkembangan anak. 

(8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang 

di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak 
usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat. 

 

Paragraf 3 

Pendidikan Kepemudaan 

 

Pasal 41  

(1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk 

mempersiapkan kader pemimpin bangsa. 

(2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda 
dengan penekanan pada: 

a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 

b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; 

c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika; 

d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan/atau olahraga; 

e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan 
kepeloporan; dan 

f. peningkatan keterampilan vokasional. 

(3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada 
warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 

30 (tiga puluh) tahun. 

(4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau 
sejenisnya yang diselenggarakan oleh: 

a. organisasi keagamaan; 

b. organisasi pemuda; 

c. organisasi kepanduan/kepramukaan; 

d. organisasi palang merah; 

e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup; 

f. organisasi kewirausahaan; 

g. organisasi masyarakat; 

h. organisasi seni dan olahraga; dan 

i. organisasi lain yang sejenis. 
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Paragraf 4 

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan 

 

Pasal 42  

(1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakanpendidikan untuk 
meningkatkan harkat dan martabat perempuan. 

(2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatan 
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui: 

a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 

b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; 

c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika; 

d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan/atau olahraga; 

e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan 
kepeloporan; dan 

f. peningkatan keterampilan vokasional. 

(3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan: 

a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga 

setara dengan laki-laki; 

b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, 

pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam 
kehidupan; dan 

c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang 

melekat pada perempuan. 

 

Paragraf 5 

Pendidikan Keaksaraan 

 

Pasal 43  

(1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang 
buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, 

berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang 
untuk aktualisasi potensi diri. 

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, 
menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta 
pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

(3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada 
warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat 

membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa 
Indonesia. 

(4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan 
keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri. 

(5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji 

kompetensi keaksaraan. 
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(6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara. 

(7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan 

kecakapan hidup. 

 

Paragraf 6 

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja 

 

Pasal 44  

(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik 
pencari kerja atau yang sudah bekerja. 

(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan untuk: 

a. meningkatkan motivasi dan etos kerja; 

b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta 
didik; 

c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan 
kebutuhan pekerjaan; 

d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan pekerjaan; 

e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan; dan 

f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 

(3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan 
komunikasi, dan/atau keterampilan sosial. 

(4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan: 

a. program pendidikan kecakapan hidup; 

b. program pendidikan kesetaraan Paket B; 

c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau 

d. program pendidikan kepemudaan. 

 

Paragraf 7 

Pendidikan Kesetaraan 

 

Pasal 45  

(1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP yang mencakupi 
program Paket A dan Paket B. 

(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal 
pada jenjang Pendidikan Dasar. 

(3) Peserta didik program Paket A merupakan anggota masyarakat yang 
memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui jalur pendidikan 
nonformal. 
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(4) Peserta didik program Paket B merupakan anggota masyarakat yang 

memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui jalur pendidikan 
nonformal. 

(5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta 
didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang 
memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja. 

(6) Persyaratan mengikuti program Paket B meliputi lulus SD program Paket A, 
atau yang sederajat. 

(7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan: 

a. program pendidikan kecakapan hidup; 

b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau 

c. program pendidikan kepemudaan. 

 

Bagian Kelima 

Penyetaraan Hasil Pendidikan 

 

Pasal 46  

Hasil pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dihargai 
setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL 

 

Pasal 47  

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. 

 

Pasal 48  

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal 
dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 

 

Pasal 49  

(1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan 

akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. 

(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi 
pendidikan lainnya. 
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Pasal 50  

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan. 

 

(2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan: 

a. menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya 
terpisah; 

b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing 
dengan menggunakan berbagai sumber belajar; 

c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih 

dominan daripada pendidik; 

d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap 

memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. 

(3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi untuk kegiatan: 

a. penyusunan bahan ajar; 

b. penggandaan dan distribusi bahan ajar; 

c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan 
ujian; dan 

d. administrasi serta registrasi. 

(4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka. 

 

Pasal 51  

(1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus 
tunggal, ganda, atau konsorsium. 

(2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh. 

(3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan 

baik secara tatap muka maupun jarak jauh. 

(4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas 

satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional. 

(5) Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan 
modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan. 

 

Pasal 52  

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran, 
program studi, atau satuan pendidikan. 

(2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran atau mata 
kuliah dalam 1 (satu) program studi. 
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(3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program studi secara 
utuh dalam 1 (satu) satuan pendidikan. 

(4) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh 
secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan. 

 

Pasal 53  

(1) Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem 
pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi. 

(2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: 

a. perencanaan program dan anggaran; 

b. administrasi keuangan; 

c. administasi akademik; 

d. administrasi peserta didik; dan 

e. administrasi personalia. 

(3) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak 

jauh jenjang pendidikan dasar paling sedikit mencakup: 

a. sarana pembelajaran; 

b. kompetensi pendidik; 

c. sumber belajar; 

d. proses pembelajaran; dan 

e. evaluasi hasil belajar. 

 

Pasal 54  

(1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada satuan pendidikan dasar 
dilakukan dengan berpedoman pada: 

a. Standar Nasional Pendidikan; 

b. ketentuan tentang Ujian Nasional; 

c. ketentuan tentang akreditasi; dan 

d. sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3). 

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan karakteristik pendidikan jarak jauh. 

 

Pasal 55  

(1) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal bagi warga masyarakat 
dapat dilakukan melalui: 

a. penyiaran televisi dan radio; 

b. penayangan film dan video; 

c. pemasangan situs internet; 

d. publikasi media cetak; 
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e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan 

f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan 
mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap moralitas 

masyarakat. 

 

BAB VII  

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 56  

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. 

(2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk 
memperoleh pendidikan terpenuhi. 

(3) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan 
dan/atau program layanan pendidikan. 

 

Pasal 57  

(1) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) yaitu: 

a. sekolah kecil; 

b. sekolah terbuka; 

c. sekolah darurat; dan 

d. sekolah terintegrasi. 

(2) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan 
layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang. 

(3) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk. 

(4) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana 
sosial. 

(5) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan 
dalam satu lokasi. 

 

Pasal 58  

Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) antara lain: 

a. pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan 
dan/atau asrama; 

b. bantuan dana tranportasi; 
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c. kunjungan pendidik; 

d. pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, 
radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT; dan/atau 

e. layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus 

 

Pasal 59  

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dapat dilaksanakan secara 

terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan. 

(2) Pendidikan Layanan Khusus pada jalur pendidikan formal atau nonformal 
diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan 

prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program 
dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta 

didik. 

(3) Pendidikan Layanan Khusus memberikan layanan peserta didik di daerah: 

a. terpencil atau terbelakang; 

b. masyarakat adat yang terpencil; 

c. yang mengalami bencana alam; 

d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau 

e. yang tidak mampu dari segi ekonomi. 

(4) Daerah terpencil atau terbelakang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a, merupakan daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak 
tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada 

cuaca, satusatunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan 
tantangan alam yang besar; 

b. tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, 
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi 
dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau 

c. tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, 
sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup. 

(5) Daerah masyarakat adat yang terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat 

lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat. 

(6) Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, merupakan daerah 

terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan: 

a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; 

b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, 
fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, 
dan sarana air bersih; dan/atau 

c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah 
yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang 
berwenang. 
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(7) Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf e, merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat 
yang antara lain: 

a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 
minimal; 

b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi; 

c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan 
sosial, dan/atau 

d. keadaan tertentu lainya yang menyebabkan kekurangan ekonomi. 

 

Pasal 60  

(1) Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus mengacu pada standar nasional 
pendidikan. 

(2) Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan dengan memperhatikan 

kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan 
pendidikan. 

(3) Kurikulum tingkat Pendidikan Layanan Khusus disusun mengikuti ketentuan 
yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk. 

(4) Materi pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus disajikan dalam bentuk 

pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan 
ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

 

Pasal 61  

(1) Proses pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan dengan 

memperhatikan: 

a. tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan; 

b. waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara, pendidik dan peserta didik; 

c. sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap 

muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan 

d. jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi 
Pendidikan Layanan Khusus tanpa mengurangi capaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

(2) Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan terdekat atau 

lembaga lain yang memiliki fasilitas yang memadai. 

(3) Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi. 

(4) Satuan pendidikan yang sudah ada dapat mengusulkan untuk 
menyelenggarakan program layanan pembelajaran Pendidikan Layanan 
Khusus kepada Dinas Pendidikan. 

 

Pasal 62  

Sarana dan prasarana yang digunakan pada Pendidikan Layanan Khusus 
menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi dan lokasi setempat. 
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Pasal 63  

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Layanan Khusus 
disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Layanan Khusus harus 
memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasinya. 

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Layanan Khusus mendapatkan 

tunjangan dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 64  

(1) Pengelolaan Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan dengan menerapkan 

manajemen berbasis Pendidikan Layanan Khusus. 

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan operasional 
Pendidikan Layanan Khusus. 

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dapat bekerja sama dengan 
satuan pendidikan atau lembaga lain yang memiliki fasilitas pendidikan. 

 

Pasal 65  

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada Pendidikan Layanan Khusus 

dilaksanakan oleh pendidik. 

(2) Penilaian hasil belajar peserta didik untuk satuan pendidikan jarak jauh 

dilaksanakan oleh pendidik. 

(3) Penilaian akhir hasil belajar pada setiap jenjang Pendidikan Layanan Khusus 
dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional. 

(4) Ujian nasional pada Pendidikan Layanan Khusus mengikuti prosedur 
operasional standar yang berlaku. 

 

Pasal 66  

(1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Layanan Khusus disusun oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Peserta didik Pendidikan Layanan Khusus dinyatakan lulus apabila telah lulus 

ujian sekolah/ujian satuan pendidikan dan memenuhi nilai minimal ujian 
nasional. 

(3) Peserta ujian yang lulus berhak mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat 
kompetensi. 

(4) Ijazah dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan 

oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, 
sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan 
pendidikan. 

 

Pasal 67  

(1) Pendanaan Pendidikan Layanan Khusus bersumber dari Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, serta sumber lain yang sah dan 
tidak mengikat. 

(2) Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan Pendidikan Layanan Khusus. 
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Pasal 68  

(1) Peserta didik Pendidikan Layanan Khusus diprioritaskan bagi anak usia dini 
dan pendidikan dasar. 

(2) Jumlah peserta didik Pendidikan Layanan Khusus per rombongan 
belajar/kelompok belajar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan layanan 
pendidikan. 

(3) Peserta didik harus terdaftar pada Pendidikan Layanan Khusus. 

(4) Peserta didik pada Pendidikan Layanan Khusus harus memperoleh Nomor 

Induk Siswa Nasional (NISN). 

 

BAB VIII  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL 

 

Pasal 69  

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang 
telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan 

kompetitif dan/atau komparatif daerah. 

 

Pasal 70  

(1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan 

lokal. 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis 
keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan 

masyarakat. 

 

Pasal 71  

(1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikembangkan 
berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang 

seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lainnya. 

(2) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan 
lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait 

dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan 
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. 

 

Pasal 72  

(1) Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai 
dengan penjaminan mutu Sekolah berbasis keunggulan lokal yang diatur oleh 
Pemerintah. 

(2) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang 
berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi: 

a. Standar Nasional Pendidikan sejak Sekolah berdiri; dan 

b. Pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang 
ditetapkan oleh Pemerintah sejak sekolah berdiri. 
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Pasal 73  

Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau 
program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai ketentuan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IX  

PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 74  

(1) Setiap pendirian program atau satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan 
Nonformal di Daerah, wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Izin Pendirian; dan 

b. Izin pengembangan. 

(3) Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk: 

a. Pendidikan anak usia dini yang meliputi Izin Tempat Penitipan Anak, 
Kelompok Bermain, TK, dan sekolah sederajat lainnya; dan 

b. Pendidikan dasar yang meliputi SD, SMP, dan sekolah sederajat lainnya. 

(4) Bupati dapat memberikan Izin Pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, untuk SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis 
keunggulan lokal. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Permohonan Izin 

 

Pasal 75  

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

74 ayat (2) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara 
tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dan dilengkapi 
persyaratan izin. 

(3) Syarat pendirian satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi: 

a. isi pendidikan; 

b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 

c. sarana dan prasarana pendidikan; 

d. pembiayaan pendidikan; 

e. sistem evaluasi dan sertifikasi; serta  

f. manajemen dan proses pendidikan. 
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(4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada 

ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

(5) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendirian satuan 

pendidikan harus melampirkan: 

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan 
formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; 

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan 
formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 

c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal 
dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di 

antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; 

e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan 
pendidikan formal sejenis yang ada; dan 

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan 
paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Izin 

 

Pasal 76  

(1) Dinas atau pejabat teknis yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dokumen 
permohonan izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75. 

(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan 

b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin 

pendirian satuan pendidikan. 

(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin secara 
lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

(4) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen persyaratan izin 

pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dokumen administrasi. 

 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penerbitan Dan Penolakan Izin 

 

Pasal 77  

(1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap 
dan valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan 

izin pendirian satuan pendidikan yang dimohon. 

(2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah 
dipenuhi oleh pemohon. 
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(3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 78  

(1) Jangka waktu penerbitan izin pendirian satuan pendidikan, paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan 

dengan lengkap dan valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 ayat (1), dan izin yang dimohon belum diterbitkan, permohonan izin 
pendirian satuan pendidikan dianggap disetujui. 

(3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan 
yang dimohon. 

 

Pasal 79  

(1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan 
izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis. 

(2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling kurang memuat: 

a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi; 

b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip 
pelayanan umum; dan 

c. memberi batasan waktu yang cukup. 

 

Pasal 80  

(1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin pendirian satuan 

pendidikan. 

(2) Apabila dokumen permohonan izin pendirian satuan pendidikan tidak valid, 
maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan izin. 

(3) Penolakan permohonan izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai alasan penolakan. 

 

Pasal 81  

(1) Terhadap Surat Penolakan permohonan izin pendirian satuan pendidikan yang 

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat 
mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterima Surat Penolakan. 

(2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan paling lama 

15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima. 

(3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final. 
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BAB X  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 82  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 20 Februari 2018 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 20 Februari 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ASENG JUNAEDI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E 


